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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1402/Pdt.G/2024/PA.Badg 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bandung  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Garut, 15 Maret 1965 (umur

59),  agama  Islam,  pekerjaan  Pensiunan,  pendidikan  SLTA,

bertempat tinggal di  - Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam

hal  ini  memberikan kuasa kepada Zeni  Hamdadin, S.Sy.,  M.H

dan Dadan HIdayat, S.Sy., Advokat, pada  Kantor  Hukum  ZENI

HAMDADIN,  S.SY.,  M.H & REKAN beralamat  Gading  Tutuka

Residence,  Blok  H.5  12.A,  Rt.  008/Rw.  011,  Ciluncat,

Cangkuang,  Kabupaten  Bandung.  HP:  081214810606.  Email:

zhamdadinz@gmail.com  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

Tanggal 15 Maret 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  NIK  ,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bandung,  23  Juli  1973

(umur 50), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

pendidikan SLTP,  bertempat tinggal  di  -,  Kota Bandung,  Jawa

Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta  para saksi  di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18

Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bandung   dengan  Nomor
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1402/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal  25 Maret 2024  dengan dalil-dalil  sebagai

berikut: 

1. Bahwa pada tanggal

04 September 2015 Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

perkawinan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  Kecamatan  X  Kabupaten  Bandung,  sebagaimana  telah  tercatat

dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX, tertanggal 03 September 2015.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama

terakhir  membina  rumah  tangga  dirumah  kediaman  Pemohon  di  -,

Kabupaten Bandung.

3. Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  bergaul

berhubungan  badan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  dari

perkawinan tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak.

4. Bahwa  pada

awalnya  kehidupan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  dalam

keadaan  bahagia,  rukun  dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  sekitar  bulan

November  2022  keadaan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon  mulai  tidak  harmonis,  sering  terlibat  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan :

4.1. Sejak  Pemohon  pensiun  sikap  dan  prilaku  Termohon

mulai  berubah,  seringkali  mengeluh  dan  merasa  nafkah  yang

diberikan  Pemohon  terhadap  Termohon  kurang  mencukupi

kebutuhan  rumah  tangga  dan  Termohon  seringkali  tidak  mau

mengurusi dan melayani Pemohon.

4.2. Termohon  tidak  mau  diajak  tinggal  bersama  dirumah

Pemohon  bersama  anak  bawaan  Pemohon  dan  seringkali  justru

Termohon ingin tinggal dirumah orangtuanya dan minta berpisah dari

Pemohon. 

4.3. Disamping itu, hubungan Termohon dengan anak bawaan

Pemohon kurang terjalin dengan baik.

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  sebagaimana  tersebut  di  atas

berlangsung  secara  terus  menerus dan  memuncak,  hingga  puncaknya
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pada  sekitar  bulan  Agustus 2023 mengakibatkan  Pemohon  dengan

Termohon  pisah  tempat  tinggal dan  sudah  tidak  berhubungan  layaknya

suami isteri lagi sampai dengan saat ini, dimana saat ini Pemohon tinggal di

X  Kabupaten  Bandung  dan  Termohon  tinggal  dirumah  kediaman

orangtuanya di Kota Bandung. Dan Pemohon telah berketetapan hati untuk

bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu

maupun  melalui  bantuan  pihak  keluarga  sudah  pernah  dilakukan,  akan

tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa  pengajuan  permohonan  cerai  talak  dari  Pemohon  telah

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  diatas,  Pemohon  merasa

kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan

dipertahankan lagi,  sehingga rumah tangga yang bahagia  dan sejahtera

yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan

jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tesebut diatas,Pemohon mohon kiranya Yang Mulia

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Bandung  Klas  IA yang  terhormat  untuk

memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan

talak  satu  raj’I  terhadap  Termohon  (TERMOHON) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Bandung Klas IA;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,  Apabila  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Bandung

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa,  pada  hari  sidang yang telah  ditetapkan Pemohon didampingi

kuasanya  telah  datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Termohon

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,
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sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa,  majelis  hakim telah menasehati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 03 September

2015,  yang dikeluarkan oleh  KUA X Kabupaten Bandung Provinsi  Jawa

Barat,  fotokopi  tersebut  telah  dinazegelen  dan  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda

bukti (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat  tinggal  di  - Kabupaten  Bandung,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  dan  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga  rumah tangga Pemohon

dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2022

sudah tidak harmonis lagi, karena sering  terjadi perselisihan dan

pertengkaran,  disebabkan  karena  Termohon  selalu  merasa  tidak

cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Agustus 2023;
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- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta,

tempat  tinggal  di  - Kabupaten  Bandung,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun

2022  sudah  tidak  harmonis  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan

oleh Pemohon kepada Termohon selalu dianggap kurang;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah  selama  6

(enam) bulan lebih;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan

Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa,  Pemohon  telah  mengajukan  kesimpulan  yang  selengkapnya

telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (  1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.),  maka  dapat  dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga

mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan

pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Majelis  telah  mendengar

keterangan  saksi  dari  pihak  keluarga  Pemohon,  sehingga  telah  terpenuhi

maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50 tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas

yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan

fakta  yang  pada  pokoknya:  Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

penyebabnya karena masalah nafkah yang mengakibatkan antara Pemohon

dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya dan

selama  pisah  masing-masing  sudah  tidak  menjalankan  kewajiban  sebagai

suami-istri serta upaya perdamaian oleh keluarga sudah dilakukan namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

berpendapat  rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak  harmonis  lagi
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prilaku  Termohon tersebut  menjadi  pemicu terjadinya  percekcokan  sehingga

hubungan  Pemohon  dan  Termohon  semakin  tidak  baik,  dengan  demikian

Majelis  berkesimpulan  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (vide pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)   dan  atau

keluarga   yang   sakinah,   penuh  mawaddah  dan  rahmah  (vide pasal  3

Kompilasi  Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon

dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  unsur  pokok  tegaknya  suatu  bangunan  rumah

tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat

kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi

tidak  berhasil  maka  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  ikatan  lahir-batin

diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas

sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak

diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian  rupa  adalah  sia-sia  belaka,  bahkan  apabila  keadaannya  seperti

sekarang  ini  jika  dipaksakan atau  dibiarkan  maka justru  akan menimbulkan

mudharat  dan  penderitaan  lahir  batin  yang  berkepanjangan  bagi  Pemohon,

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon

dengan Termohon  telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang,  bahwa Majelis  perlu  mengemukakan doktrin  ulama yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz

II halaman 208 :

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami

sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan
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yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak

terhadap talak itu.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka

permohonan  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  terhadap  Termohon  telah

beralasan sesuai  dengan pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan

pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang Nomor:  1  Tahun 1974 yang telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1)  Undang-

undang Nomor: 7 Tahun 1989  dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka  sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah  Rp.  160.000

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah  diputus  dalam  sidang  permusyawaratan  majelis

Pengadilan Agama Bandung pada hari  Selasa tanggal  23 April 2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  14  Syawal  1445  Hijriyah  oleh  kami   Dr.  H.

Kamaludin,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Euis  Nurkhaeroni  dan  Away

Awaludin,  S.Ag.,  M.Hum.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana,

S.H  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  didampingi

kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.
Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. 70.000,-

3. Panggilan Pemohon : Rp. 0,-

4. Panggilan Termohon : Rp. 20.000,-

5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

6. Redaksi : Rp. 10.000,-

7. Materai : Rp. 10.000,-

------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah : Rp. 160.000,-

seratus lima puluh ribu rupiah
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